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WAL] KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan
Peraturan  Daerah  tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 avat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Karupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupalen
Natura, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880];

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 Nemor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemm Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

9, Undang-Undang. . .




10.

11,

12.

13.

14,

i,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028},

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang
Milik /Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah [Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43502)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tzshun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomeor 171, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelapuran Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738),

15. Peraturan. . .




16.

L7.

18.

19.

20.

T

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 531635];

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
lenlang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

21, Peraturan. . .
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22,

23.

24,

25.

26.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan  Administratf
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan  Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6724);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transler ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 5883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2024 Nemor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

28. Peraturan. . .
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29.

30.

31.

32.

33.

-

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425];

Peraturan Menteri Dalam Nepgeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daeral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor &0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodeflikasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawahan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Dacrah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 4350);

34. Peraturan. . .
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35.

36.

37.

38.

39,

40,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tehun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomar 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berilu Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan  Penggunaan  Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuvangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomeor 972);

41. Peraturan. . .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 200);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dazerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023
Normor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balam
Nomaor 130);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018
tentarig Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor
4);

Peraturan Dacrah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembarar Daerah Kota Batam Nomor
123);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor
7

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022
Nomeor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Menetapkan :

dan
WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023,

Pasal 1. ..
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

10.

11,

Daerah adalah Kota Batam.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara
kesatuan republik indonesia Tahun 1945,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah Kota Batam.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
daerah selaku entitas pelaporan selama suatu
periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran vang selanjutnya
disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih /kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnva disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
SAL tahun pelaporan vang terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjuinya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas  pelaporan  yang  tercermin  dalam
pendapatan-LO, beban dan  surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya  disandingkan dengan  periode
sebelumnya.

12, Laporan. . .
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12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
adalah laporan vyang menyajikan informasi
mengenal sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya
disingkat LPE adalah laporan yang menydjikan
informasi mengenai perubahan ckuitas yang terdiri
dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan
ekuitas akhir.

14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menvajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinei
alau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam
rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

(1) Pertanggunglawaban pelaksanaan APBD berupa
laporan keuangan memuat:

a. LRA:

b. Neraca,
c. LAK;

d. LO;

e. LPSAL;

f. LPE; dan
g. CaLK.

(2) Laporan keuangan sebagaimena dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
dacrah /perusahaan daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huraf
a tahun ariggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA Rp 3.103.208.245.106,79
Helanja Ep 3.042.352.524 490,24
c. Tranafer Ep 0,00
Surplus /defisit Rp 60,855.720,616,55
d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 54.912.487.751,16
- Pengeluaran Rp 0,00
Pembisnyaan Neto Rp 115.768.208.367,71

Pasal 4. . .



=) [ =
Pasal 4

Uraian LRA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebagai berikut:

a. Selisih angegaran dengan realisasi Pendapatan-LRA
sejumlah Rpl184.708.330.025,21 dengan rnincian
sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan-

LRA setelah perubahan Rp 3.287.916.575.132,00
2. Reaslisasi Rp 3.103.208.245,106,79

3. Selisih lebih/(kurang) Rp  184.708.330.025,21

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp300.476.538.392,76 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran belanja

setelah perubahan Rp 3.342.829.062.883,00

2. Recalisasi Rp 3.042.352.524.490,249
3. Selisih
lebih/(kurang) Rp 300.476.538.392,76

c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran transfer

setelah perubahan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 0,00
3. Selisih lebih/(kurang] Rp 0,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp(115.768.208.367,55) dengan rincian
sebagail berikut:

1. Surplus/defisit

setelah perubahan Rp (54.912.487.751,00)
2. Realisasi Rp 60.855.720.616,55

3. Selisih lebih/(kurang) Rp (115.768.208.367,55)

e. Selisth anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah  Rp(1,16) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah

perubahan Rp 54.912.487.750,00
2. Realisasi Rp 54.912.487.751,16
3. Selisih lebih/(kurang) Rp (1,16)

f. Selisih. . .
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. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlabh Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah

perubahan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 0,00
3. Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp(1,16) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan

neto setelah perubahan Rp 54.912.487.750,00
2. Realisasi Rp 54.912.487.751,16
3. Selisih lebih/(kurang] Rp (1,16)

h. Selisih anggaran dengan realisasi SILPA sejumlah
Rp(]115.768.208.367,71) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran SILPA setelah

perubahan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 115.768.208.367,71
3. Selisih lebih/(kurang) Rp (115.768.208.367,71)

Pasal 5

Neraca scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a, Jumlah aset Rp 12.602.608.179.532,5

b. Jumlah kewajiban Rp 123.417.416.032,06

¢. Jumlah ekuitas Rp 12.479.190.763.500,50
Pasal 6

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Rp 54.651.105.773,27
tahun 2023

b. Arus kas dari aktivitas Rp 589.622.391.622,55
operasi

c. Arus kas dari aktivitas RPESQE.??E.SEH-.UDG,G’(]]
investasi aset non-keuangan

d. Arus kas dari aktivitas Rp 0,00

pembiayaan e AT
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Arus kas dari aktivitas non Rp 0,00
anggaran

Saldo akhir kasdi BUD per31 Rp 115.904.188.889,82
Des tahun 2023

Saldo akhir kas di Bendahara Rp 0,00

Pengeluaran

Saldo akhir kas di Bendahara Rp 21.848.000,00

Penerimaan

Saldo akhir kas di Bendahara Rp 0,00

BLUD

Saldo akhir kas di Bendahara Rp 0,00

Kapitasi

Saldo akhir kas Lainnya Rp 0,00

(Dana BOS)

Saldo akhir kas Rp 115.926,036.889,82
Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf d untuk tehun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2023 sebagai berikut:

B.

Kenaikan/Penurunan Salde Pendapatan-LO Tahun
2023 dengan Salde Tahun 2022 sebesar
Rp568.619.127.620,71 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Saldo Tahun 2023 Rp 3.597.629.797.018,27
2, Saldo Tahun 2022 Rp 3.029.010.669.397.56
3. Kenaikan/Penurunan Rp 568.619.127.620,71

Kenaikan/Penurunan Saldo Beban Operasi Tahun
2023 dengan Salde Tahun 2022 sebesar
Rp151.477.402.011,18 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Saldo Tahun 2023 Rp 3.009.375.567.329,78

2.  Saldo Tahun 2022 Rp 2.857.898.165.318.60
3. Kenaikan/Penurunan Rp 151.477.402.011,18

Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit dari
Kegiatan Operasional Tahun 2023 dengan Saldo
Tahun 2022 sebesar Rp 417.141.725.609,53 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Saldo Tahun 2023 Rp 588.254.229.688 49
2. Saldo Tahun 2022 Rp 171.112.504,078,96
3. Kenaikan/Penurunan Rp 417.141.725.609,53

d. Kenaikan. . .
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Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Tahun 2023 dengan Saldo Tahun
2022 scbesar Rp (1.147.857.461.681,00) dengan
rincian sebagai berikut:

1. Saldo Surplus Tahun 2023 Rpl.310.904.868.386,00

2. Saldo Surplus Tahun 2022 Rp2.458.762.330.067,00
3. Kenaikan/Penurunan Rp(1.147.857.461.681,00)

Kenaikan/Penurunan Saldo Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Tahun 2023 dengan Saldo Tahun 2022
sechesar Rp323.377.267.217,82 dengan rincian

sebagai berikut:
1. Saldo Defisit Tahun 2023 Rp423.615.239.958,34
2. Saldo Defisit Tahun 2022 Rpl00.237.972.740,52

3. HKenaikan/Penurunan Rp323.377.267.217,82

KenaikanjPerurunan Saldo Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dengan Saldo
Tahun 2022 sebesar Rp(1.471.234.728.898,82|
dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Tahun 2023 Rp 8B7.289.628.427.66

2. Saldo Tahun 2022 Rp 2.358.524.357.32648

3. Kenaikan/Penurunan Rp (1.471.234.728,898,82)

Kenaikan /Penurunan Saldo Surplus/Defisit
Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 dengan Saldo
Tahun 2022 sebesar Rp(1.054.093.003.289,29)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Tahun 2023 Rp 1.475543.858.116,15
2.  Saldo Tahun 2022 Rp 2.529.636.861.405.44
3. Kenaiken/Penurunan Rp (1.054.093.003.289,29)

Kenaikan/Penurunan Salde Pendapatan Luar Biasa
Tahun 2023 dengan Saldo Tahun 2022 sebesar
Rp0,00 dengan rincian sebagail berikut:

1. Saldo Tahun 2023 Rp 0,00
2. BSaldo Tahun 2022 Rp 0,00
3. Kenaikan/Penurunan Rp 0,00

i. Kenaikan. . .
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i, Kenaiken/Penurunan Saldo Beban Luar Biasa
Tahun 2023 dengan Saldo Tahun 2022 sebesar
Rpl.441.067.550,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Saldo Tahun 2023 Rp  1.748.842.550,00
2. Saldo Tahun 2022 Rp 307.775.000,00
3. Kenaikan/Penurunan Rp 1.441,067.550,00

i. Kenaikan/Penurunan Saldo Pos Luar Biasa Tahun
2023 dengan Saldo Tahun 2022 sebesar
Rp(1.441,067.550,00) dengan rincian scbagai

berikut:
I. Saldo Tahun 2023 Rp  (1.748.842.550,00]
2. Saldo Tahun 2022 Rp 307. 000,00

3. Kenaikan/Penurunan Rp (1.441.067.550,00]

k. Kenaikan/Penurunan Saldo Surplus/Defisit-LO
Tahun 2023 dengan Saldo Tahun 2022 sebesar
Rp1.055.534.070.839,29) dengan rincian sebagal
berikut:

1. Saldo Tahun 2023 Rp 1.473.795.015.566.15

2. Saldo Tahun 2022 Rp _2.529.329.086.405.44
3. Kenaikan/Penurunan Rp (1.055.534.070.839,29)

Pasal 8

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.  Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 54.912.487.751,16
Pengunaan SAL Sebagai

b, Penerimaan Pembiayaan Tahun = (34.912.487.751,16)
Berjalan P

c. Subtotal fa+h) Rp 0,00
Sisa Lebih Kurang Pembiayaan

d. Anggaran (SiLPA/SiKPA] Rp 115.768.208.367,71

e. Subtotal (d-c) Rp 115.768.208.367,71
Koreksi Kesalahan Pembukuan

L Tahun Sebelumnya Rp (0.00)

g Lain-Lain Rp (0,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir

B (etfig) Rp 115.768.208.367,71

Pasal 9. . .




-T6s
Pasal 9
LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf {

untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2023 sebagai berikut:

a; Ekuitas Awal Rp 10.974.641.395.092,10
b. Surplus/Defisit-LO Rp 1.473.795.015.566,15
¢.  Koreksi Ekuitas Rp 0,00
d. Dampak Komulatif Perubahan
Kebijakan /Kesalahan Mendasar Rp 30.754.352.842.20
e. Ekuitas Akhir Rp 12.479.190.763.500,50
Pasal 10

CalLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara
kuantitatilf maupun kualitatil atas pos-pos laporan
keuangan,

Pasal 11

Pertanggungjawaeban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a, Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
terdiri atas:

Lampiran L1 :  Ringkasan LRA menurut urusan
pemerintahan  daerah  dan
organisasi;

Lampiran 1.2 :  Ringkasan APBD Yang

diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan,

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Lempiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja
menurut urusan pemerintahan
dacral, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran [l : Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;
c. Lampiran [l : Laporan Operasional;

d. Lampiran. .



i T S

-17-
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VIII

Lampiran X
Lampiran X
Lampiran X!
Lampiran XI1
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraoca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar  rekapitulasi  piutang
daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan
piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir
dan penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah;
Daftar rekapitulasi  realisasi

penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi
dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2023 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah terdini alas;

Ikhtisar laporan keuangan
(neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Ikhtisar  laporan  keuangan
(laporan laba/rugl) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan
Daerah.

Pasal 12. ..




-18-
Pasal 12
Lampiran laporan kecuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

a. Ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik
daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini; dan

b. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XX! Peraturan Daerah ini dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP).

Pasal 13
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagal rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. .




S e

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam,

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 Asrns 0Ly

WALI KOTA BATAM,

L. ]&rff”f -

MUI—IA.TMAD RUDI
Diundangkan di Batam

pada tangeal 19 Aeumns 3039
SEKRETARIS DAERAH

[DIN

fBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024
OMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 3,17/2024




